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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Indonesia sebagaiNegara Hukum yang merupakan salah satu

Negarayangmenganutpaham demokrasiberdasarpancasila.Sebagai

NegarademokratispelaksanaanpemiludiIndonesiadianggapsebagai

suatulambangsekaligustolakukurutamadalam demokrasi.

Demokrasiberasaldaribahasa Yunanidemoscraia “kekuasaan

rakyat”yangdibentukdarikatademos”rakyat”dankratos “kekuasaan”.

Demokrasiadalahsebuahpemerintahandarirakyat,olehrakyatdanuntuk

rakyat.Demikianpemahamanyangpalingsederhanatentangdemokrasi,

yangdiketahuiolehhampirsemuaorang.Demokrasijugaberartibentuk

pemerintahanpolitikyangkekuasaanpemerintahanberasaldarirakyat,

baik secara langsung (demokrasilangsung)atau melaluiperwakilan

(demokrasiperwakilan).1

Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang

mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat

kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah

seluruhnya dipilih oleh rakyatsecara langsung.Penetapan aturan ini

dilandasiolehadanyakeinginankuatpemerintahuntukmengembangkan

sistem pemilihanyanglebihbersifatdemokratis.Pemilihankepaladaerah

1 NurainunMangunsong,Hukum TataNegaraI,FakultasSyari’ahdanHukum
Press,Yogyakarta,2010,h.139
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merupakanamanatdariUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia

Tahun1945(yangselanjutnyadisingkatUUDNRI1945).Dalam ketentuan

Pasal18ayat4dinyatakanbahwa“Gubernur,BupatidanWalikotamasing-

masingsebagaikepalapemerintahandaerahprovinsi,kabupatendankota

dipilihsecarademokratis”.

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasidarisistem

demokrasijugadaripenerapansilakeempatPancasiladanPasal1ayat2

UUDNRITahun1945.Pemilumerupakanmekanismeuntukmemilihwakil

rakyatdibadan eksekutifmaupun legislatifditingkatpusatmaupun

daerah.

Pada penyelenggaraan pemilu,Negara memberikan wewenang

kepada KomisiPemilihan Umum yang berdasarkan kepada ketentuan

Pasal22EAyat5UUDNRITahun1945yangmenyebutkan:“Pemilihan

umum diselenggarakanolehsuatuKomisiPemilihanUmum (selanjutnya

disebut KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri” untuk

menyelenggarakanpemilu,KomisiPemilihanUmum memilikiwewenang

dan tugas untuk menyusun peraturan dalam lingkup tahapan

penyelenggaraanpemilihanumum,berdasarkanPasal12Undang-Undang

Nomor7Tahun2017TentangPemilihanUmum yangmenyebutkanbahwa

tugasKPUadalah:

1.MerencanakanProgram dananggaransertamenetapkanjadwal;

2.MenyusuntatakerjaKPU,KPUProvinsi,KPUKabupaten/Kota;
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3.MenyusunperaturanKPUuntuksetiaptahapanpemilu.

Dengandemikian,KomisiPemilihanUmum merupakansebuahalat

perlengkapan negara atau institusi yang melaksanakan kegiatan

pemerintahan,dalam haliniadalahmenyelenggarakanpemilu.

Pemilihanumum tidaklahirtanpatujuantetapiuntukmemilihpara

wakilrakyatdalam rangkamewujudkanpemerintahdari,oleh,danuntuk

rakyat.Menurutliphard bahwa demokrasi,lembaga perwakilan dan

pemilihanumum merupakantigakonsepyangsangatterkaitdantakbisa

dielakkan.2 Untuk itu peran masyarakat dan komisikepengawasan

pemilihanumum diperlukandalam menjalankanprosespemilihanumum

baikeksekutifmaupunlegislatifsehinggamencapaitujuandemokrasidan

kedaulatanrakyat.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut sistem

desentralisasikepadalocalgovernmentataupemerintahdaerah,menurut

BhenyaminHuseinpenyelenggaraandesentralisasisenantiasaterdapat

duaelemenpokokyaitupembentukandaerahotonom danpenyerahan

kewenangansecarahukum daripemerintahpusatkepemerintahdaerah.3

UUD NRITahun 1945 Pasal18 B ayat(1)menyatakan negara

mengakuidan menghormatisatuan-satuan pemerintahan daerah yang

bersifatkhususataubersifatistimewayangdiaturdenganundang-undang.

2RobbertdanSantoso,TopodanIdaBudhiati.PemiludiIndonseiakelembagaan,
peksanaan,danpengawasan.Jakarta,SinarGrafika,2019.h.3

3 AbdulKholiqAzhari,AbdulHarisSuryoNegoro,DesentralisasidanOtonomi
DaerahDiNKRI,Malang,IntransPublishing,2019.h.61
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Acehdijadikansebagaidaerahistimewaberdasarkankeputusan

Perdana MentriRepublik Indonesia Nomor1/Misi/1959 yang ditanda

tanganioleh mr.Hardiselaku wakilperdana mentriI/ ketua misi

pemerintahkeacehpadatanggal26mei1959,keputusaninimemberikan

keistimewaanpadaAcehdalam 3bidang,agama,pendidikandanadat.

Makadengankeistimewaantersebutacehmemilkiotonomikhususdalam

yang diaturdalam Undang-Undang Nomor11 Tahun 2006 tentang

PemerintahanAcehyangmenyebutkanbahwaterhadapPemerintahAceh

berlakuqanunmenurutPasal1angka21Undang-UndangPemerintah

Aceh mengatakan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan

sejenis peraturan daerah provinsiyang mengatur penyelenggaraan

pemerintahdanmasyarakatAceh.

Pelaksanaan DemokrasidiAceh memilikikeunikan pasca MoU

Helsinky yaitu dengan adanya partaipolitik lokal,yang legalitasnya

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

PemerintahanAceh.4 Kehadiranpartaipolitiklokaltersebutmerupakan

terobosanbaru,karenasebelumnyaperangkathukum yangmembatasi

bahkan tidakmengakuipartaipolitiklokaluntukmengikutipemilihan

umum.5

Dariuraian tersebutmengartikan bahwapelaksanaan pemilihan

4 Nanang Trenggono,Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Di
Indonesia,Asnalitera,yogyakarta,2018,h.6

5Loc.Cit
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umum diAcehberdasarkankepadaQanun Nomor6Tahun2016Tentang

penyelenggarapemilihanumum danpemilihandiAceh,MenurutPasal1

angka17QanunNomor6Tahun2016menyatakan“KomisiIndependen

PemilihanmerupakanbagiandariKomisiPemilihanUmum (KPU)yang

diberiwewenang oleh undang-undang iniuntuk menyelenggarakan

pemilihanumum presidenatauwakilpresiden,anggotadewanperwakilan

rakyat,anggotadewanperwakilandaerah,anggotaDPRA/DPRK,pemilihan

gubernuratauwakilgubernur,bupatiatauwakilbupati,danwalikotadan

atauwakilwalikota”.

Halmenarikdalam penyelenggaraanpemilihanumum legislatifdi

Acehadalahterkaitjumlahcalondalam daftarcalon,dantambahansyarat

untukcalon.6Untukmenyelenggarakanpemilihanumum yangberkualitas

diperlukan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam

pemerintahannegarayangdemokratisberdasarkanpancasiladanUUD

NRITahun 1945.Untuk itu diperlukan penyelenggara pemilu yang

demokratis,sehingga diAceh diperlukan penyelenggara pemilu yang

disebutKomisiIndependen Pemilihan (KIP)yang bersifatbebas dari

pengaruh piihak manapun. Peranan KIP dalam menyelenggarakan

pemilihan umum dan menetapkan calon-calon eksekutifdan legislatif

tersebutmembuatpenulistertarik,sehinggamengangkatjudulskripsi

“PerananKomisiIndependenPemilihan(KIP)dalam MenetapkanCalon-

6Loc.Cit
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CaloneksekutifdanLegislatifdiKabupatenBenerMeriah,ProvinsiAceh

(StudiKasusdiKantorKomisiIndependenPemilihankabupatenbener

meriahprovinsiaceh)”.

B.RumusanMasalah

Rumusanmasalahdalam penulisanskripsiiniadalah:

1.BagaimanapengaturanpenetapancalonEksekutifdanLegislatifoleh

KomisiIndependenPemilihanmenurutqanunNomor12Tahun2016?

2.BagaimanaPerananKomisiIndependenPemilihandalam menetapkan

calonEksekutifdanLegislatifdiKabupatenBenerMeriah?

3.BagaimanahambatanKomisiIndependenPemilihandalam penetapan

Calon Eksekutifdan LegislatifdiKabupaten BenerMeriah dan

BagaimanaCaraMengatasinya?

C.TujuanPenelitian

Tujuanpenulisandalam penulisanskripsiiniadalah:

1.UntukmengetahuipengaturanperananKomisiIndependenPemilihan

dalam melaksanakan pemilihan umum sebagaimana yang diatur

dalam qanunNomor12Tahun2016tentangPemilihangubernurdan

Wakilgubernur,BupatidanWakilBupati,WalikotadanWakilWalikota..

2.Untuk mengetahui implementasi peranan Komisi Independen

Pemilihandalam menetapakcaloneksekutifdanlegislatifdikabupaten

BenerMeriah.

3.Untuk mengetahuitantangan KomisiIndependen Pemilihan dalam

menetapkancaloneksekutifdanlegislatifpadapemilihanumum di

KabupatenBenerMeriahdanbagaimanaupayamengatasinya.

D.ManfaatPenelitian
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Manfaatpenelitiandalam penulisanskripsiiniadalah:

1.Secarateoritispenelitianinidiharapkanberguna:

a.Sebagaibahanuntukpengembanganwawasandankajianlebih

lanjutbagiteoritisdanilmupengetahuanyanginginmengetahui

sertamemperdalam tentangmasalahperananKomisiIndependen

Pemilihandalam pelaksanaanPemilihanumum.

b.Sebagaikritikdansaranyangbersifatmembangununtukbidang

hukum,tentang peranan KomisiIndependen Pemilihan dalam

pemilihanumum dikabupatenbenermeriah.

2.Hasildaripenelitian inidiharapkan dapatmemberikan tambahan

pengetahuan tentang tugas dan wewenang Komisi Independen

Pemilihanyang diaturdalam qanunNomor6 Tahun2016 tentang

penyelenggaraanpemilihanumum diAceh.mengenaiperananKomisi

IndependenPemilihandalam menetapkancaloneksekutifdanlegislatif.

mengetahuihambatandanupayaKomisiindependenpemilihandalam

menetapkancaloneksekutifdanlegislatifdiKabupatenBenerMeriah.

E.DefinisiOperasional

Definisioperasionaldalam penelitianiniadalah:

1.Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status),yang apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuaidengan

kedudukannyamakadiamenjalankansuatuperanan.7

2.KomisiIndependenPemilihanadalahbagiandariKomisiPemilihan

7SoerjonoSoekanto,Sosiologi:SuatuPengantar,Jakarta:RajaPersada,2002,h.
268-269.
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Umum (KPU)yangdiberiwewenangolehundang-undanginiuntuk

menyelenggarakan pemilihan umum presiden atau wakilpresiden,

anggotadewanperwakilanrakyat,anggotadewanperwakilandaerah,

anggotaDPRA/DPRK,pemilihangubernuratauwakilgubernur,bupati

atauwakilbupati,danwalikotadanatauwakilwalikota.

3.Eksekutifadalah lembaga yang ditetapkan menjadipelaksana dari

peraturanperundang-undanganyangtelahdibuatolehpihaklegislatif.

Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti

pelaksana.8

4.Legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan

perundang-undangantetapisudahbarang tentuberbedabentuknya

masing-masingnegara.9

5.Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyatuntuk memilih

anggotaDPR,DPD,Presidendanwakilpresiden,danuntukmemilih

anggotaDPRDyangdilakukansecaralangsung,umum,bebas,rahasia,

jujurdan adildalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemilu

diaturdalam Undang-UndangNomor7Tahun2017tentangPemilihan

Umum.10

6.BenerMeriahadalahsalahsatuKabupatenyangterletakdiProvinsi

Aceh dan Merupakan tempatdilakukan penelitian dalam penulisan

skripsiini.

8 Inu Kencana Syafie, PengantarIlmu Pemerintahan,Bandung,PT Rafika
Aditama,2014,h.120

9Ibid,h.118
10jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/12TAHUN2003UU.htm/ diakses pada 05

Oktober2020pukul09.10WIB
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BABII

TINJAUANPUSTAKA

A.TinjauanUmum KedaulatanRakyat

Sistem hukum merupakankesatuanperangkat-perangkathukum

yangbekerjasecarasinergisdankoheren.11 Indonesiasebagainegara

yangberdasarkanatashukum,tentumenyelenggarakanpemerintahnya

melaluisuatusistem hukum.Sistem hukum diIndonesiadimulaidariUUD

NRI1945 sebagaihukum tertinggidan dijabarkan oleh peraturan

perundang-undangan dibawahnya tanpa boleh bertentangan dengan

hukum diatasnya,dalam pembukaanUUD NRI1945frasa“kedaulatan

rakyat”dicantumkanpadapembukaanaleniake-IV.

Secaraetimologikedaulatanyangdalam bahasainggrisdisebut

SouvereighntyberasaldarikatalatinSuperanusyangberartiteratas.12

Sejalan dengan itu C.F Strong menyatakan bahwa kedaulatan berarti

Superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya

kekuasaanuntukmembuathukum.13Danselanjutnyadalam KamusBesar

Bahasa Indonesia kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas

pemerintahannegara,daerah,dansebagainya.

Hukum dalam suatunegaraditentukanolehKedaulatansebagai

kekuasaan tertinggi.Kedaulatan rakyatmerupakan kedaulatan yang

menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang

11SatjiptoRaharjo,IlmuHukum,PT.CitraAdityaBakti,Bandung,2012.h.48
12MochtarKusumaatmadjadanEttyR.PengantarHukum Internasional,Alumni,

Bandung,2002.h.16
13 C.F.Stroong.Konstitusi-KonstitusiPolitikModern,NusaMedia,Bandung,

2011,h.8
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menghendakikekuasaantertinggidipegangolehrakyat.Kedaulatanrakyat

merupakancarauntukmemecahkanmasalahberdasarkansistem tertentu

yangmemenuhikehendakumum yangtidakhanyaditunjukkankepadahal

terkaitpenyelenggaraankekuasaanpemerintahdanperadilan,tetapijuga

kekuasaandalam pembentukanperaturan.14

Pasal1ayat2UUDNRITahun1945menyatakanbahwakedaulatan

beradaditanganrakyatdandilaksanakanmenurutketentuanUndang-

UndangDasar.Apabiladitafsirkanrumusantersebutmengandungmakna

kekuasaan tertinggiitu dipegang atau berada pada kehendak atau

keinginanrakyat.Namunpenyelenggarakekuasaantersebutdidasarkan

padaUUDNRITahun1945.Sekalipunkedaulatanrakyatberartikekuasaan

tertinggiadapadarakyat,bukanberartisetiaprakyatberhakturutandil

dalam pemerintahan,peradilan dan bahkan pembentukan peraturan,

melainkan kedaulatan rakyatyang menghendakiagarsetiap tindakan

pemerintahharusberdasarkankemauanrakyat.Halinidapatdipahami,

karenaapabilakedaulatanrakyatitusebagaikekuasaantertinggitanpa

adanyadasaraturanhukum tertentumakaakanmengakibatkansuatu

kondisinegarayanganarkis.

PelaksanaankedaulatanmenurutUndang-UndangDasartersebut,

ditindak lanjuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Peraturanperundang-undanganyangmengakomodirpengaturanterkait

kedaulatan rakyatialah undang-undang menyangkutPemilihan Umum

maupunPemilihanUmum KepalaDaerahdanperaturan-peraturanyang

14SetyoNugroho,“DemokrasidanTataPemerintahanDalam KonsepDesadan
Kelurahan,”JurnalCitaHukum,Vol.1,No.2Tahun2018,h.250.
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serupalainnya.

Ajarankedaulatanrakyatsebagaiajaranyangterakhirdipraktekkan
pada negara-negara modern mendapatkan nilaiyang baik,karena
ajarankedaulatanrakyatdapatdianggapsebagaiajaranyangterbaik
selainajarankedaulatanyanglainnya.Olehkarenarakyatberdaulat
atauberkuasa,makasegalaaturandankekuasaanyangdijalankan
olehnegaratidakbolehbertentangandengankehendakrakyat.15

Konsep kedaulatan rakyat mengartikan semua aspek

penyelenggaraannegaraharusmelaluipersetujuanrakyatatausetidak-

tidaknya oleh lembaga yang mewakilirakyat.Sehingga dasar dari

kekuasaan pemerintah itu merupakan ataskehendakdan persetujuan

rakyat.Berdasarkanuraiantersebutyangdimaksuddengankedaulatan

rakyatadalah penempatan rakyatsebagaipemilikkekuasaan tertinggi

dalam suatunegara,yangmanamenjadisumberlegitimasidanpembenar

kekuasaanpemerintahdanpenyelenggaraansuatunegara.

Demokrasimerupakan istilah yang paling sering terdengardi

berbagainegara,khususnya dinegara-negara yang masyarakatnya

mendambakan suatu pemerintahan yang benar-benarmencerminkan

kehendak masyarakat. Dalam sejarah Indonesia kita sering kali

mendengar bermacam-macam demokrasi, antara lain demokrasi

konstitusional,demokrasiparlementer,demokrasiliberal,demokrasi

terpimpin,demokrasipancasila,demokrasirakyatdanlainsebagainya.16

Demokrasiberasaldaribahasayunani,yaitudemosyangberarti

15 Sodikin,“KedaulatanRakyatdanPemilihanKepalaDaerahDalam Konteks
Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945”,JurnalCitaHukum,Vol.
2,No.1Tahun2014,h.107.

16TopoSantoso,Idabudhiarti,PemiluDiIndonesia,SinarGradika,Jakarta,2019.
h.4
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rakyatdankratos/krateinyangberartikekuasaanatauberkuasa.17 Atau

yangsekarangseringdisebutdengankekuasaanberadaditanganrakyat.

Demokrasimerupakan suatu upaya negara atau pemerintahan dalam

mewujudkan kedaulatan rakyatdengan kata lain kekuasaan tertinggi

negaratersebutberadaditanganrakyat.

Secaraterminologis(istilah),sebagaimanayangdiungkpakanoleh

joseph A. Shemeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan

institusionaluntukmencapaikeputusanpolitikdimanaindividu-indu=ividu

memperolehkekuasaanunntukmeutuskancaraperjuangankompetitif

atausuararakyat.18Pembagiankekuasaan,pemilihanumum yangbebas,

manajemenyangterbuka,perlindunganhakasasi,danperadilanyang

bebasmerupakan prinsip-prinsip yang wajib dijalankan sebagaiwujud

demokrasi.

M.MahfudMDmengatakanadaduaalasandemokrasidipilihsebagai
sistem bermasyarakatdanbernegara.Pertama,hampirsemuanegara
di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang
fundamental;kedua demokrasisebagaiasas kenegaraan secara
esensialtelah memberikan arah bagiperanan masyarakatuntuk
menyelenggarakannegarasebagaiorganisasitertingginya.19

MenurutpendapatHendriB.Mayo yangdikutipolehMunirFuady
Demokrasiadalahsuatusistem dimanakebijakanumum ditentukan
atasdasarmayoritasolehwakil-wakilyangdiawasisecaraefektifoleh
rakyatdalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas
prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana
terjaminnyakebebasanpolitik.20

17Loc.Cit
18 Titik TriWulan Tutik,KonstruksiHukum Tata Negara Indonesia Pasca

AmandemenUUD1945,Jakarta,Kencana,2011,h.68
19A.UbaedillahdanAbdulRozak,PendidikanKewarganegaraan:Demokrasi,Hak

AsasiManusia,DanMasyarakatMadani,ICCEUIN SyarifHidayatullah,Jakarta,2006,
h.130-131

20MunirFuady,KonsepNegaraDemokkrasi,RefikaAditama,Jakarta,2010.h.2
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Daripenjelasan tersebutdapatdiartikan demokrasimerupakan

suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang memilikihak,

kewajiban,kedudukan dan kekuasaan dengan ikutserta masyarakat

terhadapkekuasaanuntukmenjalankanpemerintahantersebut.Seperti

menjalankan kekuasaan melaluiwakil-wakilrakyatyang telah dipilih

secaraadildanjujuruntukmenjalankanpemerintahansesuaidengan

aspirasirakyat.

Dalam demokrasiterdapatberbagaihalyangmenjadipendukung

dalam menjalankan hakikat daridemokrasiitu sendiriantara lain,

pelaksanaankonsepperwakilan,partisipasirakyatdalam pemerintahan,

pelaksanaanruleoflaw,perlindunganhakasasimanusia,pelaksanaan

kesejahteraan rakyatdan sebagainya yang telah menjadikebutuhan

masyarakat.Maka dapatdipastikan bahwa demokrasidengan segala

konsepnya akan selalu mendominas kehidupan bernegara bagi

masyarakat.

Indonesia sebagainegara yang berdasarkan atas hukum dan

keadilan bagiwarganya.Maksudnya adalah segala kewenangan dan

tindakanalat-alatperlengkapannegaraataudengankatalaindiaturoleh

hukum.Halyangdemikianakanmencerminkankeadilanbagipergaulan

hidupwarganya21.Indonesiaadalahnegarahukum yangselamainidiatur

dalam PenjelasanUUDNRITahun1945dalam perubahanUUDNRITahun

1945telahdiangkatkedalam UUD NRITahun1945pasal1Ayat(3),

21AbdulAzizHakim,NegaraHukum danDemokrasi,PustakaPelajar,Yogyakarta,
2011,h.8.
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berbunyi“NegaraIndonesiaadalahnegarahukum”.

Salahsatuasasyangpalingpentingdalam negarahukum adalah

asaslegalitas.Asasiniberkaitaneratdengangagasandemokrasidan

gagasannegarahukum (hetdemocratishidealenhetrechtstaatideal).

Gagasandemokrasimenuntutagardalam setiapmembentukundang-

undang harus mendapatkan persetujuan dariwakilrakyatdan lebih

mengutamakankepentinganrakyat,sertamenuntutagarpenyelenggaraan

kepentinganrakyat,sertamenuntutagarpenyelenggaraankenegaraandan

pemerintahanharusdidasarkanpadaundang-undangdanmemberikan

jaminan terhadap hak-hakdasarrakyatyang tertuang dalam undang-

undang.22

Padadasarnyanilai-nilaiyangadadidalam demokrasiituadalah

kebebasan berbicara dan perlindungan hak asasimanusia.Dengan

diperlakukan secarakebebasan dan persamaan makaakan mencapai

kemajuan suatu negara,sehingga memberikan hasilmaksimaldalam

pengembangandiridikalanganmasyarakat.

Demokrasibukanlah suatu hiasan bibir ataupun yang hanya

menyangkutpelembagaannegarayangidealsaja,akantetapimerupakan

suatutradisidanbudayapolitikdanegaliterdalam realitaspergaulan

hidup yang berkeragaman,dengan cara saling menghargaiperbedaan

antarasesama.Olehkarenaitu,perwujudandemokrasiharuslahdiatur

22Ni’matulHudadanM.Nasef,PenataanDemokrasi&PemiludiIndonesiaPasca
Reformasi,Kencana,Jakarta,h.78.
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berdasaratas hukum.Perwujudan demokrasimemerlukan instrumen

hukum,efektifitas dan keteladanan kepemimpinan,dukungan sistem

pendidikanmasyarakat,sertabasiskesejahteraansosialekonomiyang

berkembangmakinmeratadanberkeadilan.23

Karenaitu,prinsipkedaulatanrakyat(democracy)dankedaulatan

hukum (Nomocracy)hendaklahdiselenggarakanberiringan,sebagaidua

sisidarimatauangyangsama.Untukitulah,makaUUDNRIhendaklah

menganutpengertianbahwaNegaraRepublikIndonesiaadalahnegara

hukum yangdemokratisdansekaligusnegarademokratisyangberdasar

atas hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain.Keduanya juga

merupakanperwujudannyatadarikeyakinansegenapbangsaIndonesia

akanprinsipKeMaha-KuasaanTuhanYangMahaEsa.24

B.Tinjauanumum PemilihanUmum

BerdasarkanketentuanPasal1butir1Undang-UndangNomor7

Tahun2017tentangpemilihanumum dikatakanbahwapemilihanumum

yangselanjutnyadisebutpemiluadalahsaranakedaulatanrakyatuntuk

memilihanggotadewanperwakilanrakyat,anggotadewanperwakilan

daerah,presidendanwakilpresidendanuntukmemilihanggotadewan

perwakilan rakyatdaerah,yang dilaksanakan secara langsung,umum,

bebas,rahasia,jujur,danadildalam NegaraKesatuanRepublikIndonesia

23 Jimly Asshiddiqie,Konstitusidan Konstitusionalisme Indonesia,Jakarta,
MahkamahKonstitusiRepublikIndonesiadanPusatStudiHukum TataNegaraFakultas
Hukum UniversitasIndonesia,2004,h.56

24Ibid,h.57
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berdasarkanpancasiladanUUDNRITahun1945.

Dikebanyakan negara demokrasi,pemilu dianggap lambang

sekaligustolakukurdaridemokrasiitu.25Demokrasidanpemilumemiliki

kaitanyangerat,pemilihanumum .demokratis,wujuddemokrasitersebut

mengambil bentuk demokrasi yang berdasarkan perwakilan, dan

merupakan bentuk yang paling relevan saatiniuntuk negara yang

mempunyaiwilayah dan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan

terwujudnya demokrasilangsung sebagaimana terjadidinegara kota

zaman yunanikuno.26 Kedaulatan rakyatyang dilaksanakan dengan

sistem demokrasiperwakilanataudemokrasitidaklangsungmerupakan

kedaulatanyangdiwakiliolehwakil-wakilrakyatyangdudukdilembaga

perwakilanrakyatyangdisebutparlemen.Agarwakil-wakilrakyatitudapat

bertindaksesuaidengan kemauan rakyat,maka wakil-wakilrakyatitu

harusdipilihatauditentukansendiriolehrakyatmelaluipemilihanumum.

Menurut Hendry B. Mayo Pemilihan adalah tempat untuk

menentukankebijaksanaanumum yangdilakukanolehrakyat(pengertian

rakyat tanpa membedakan kelas bangsawan, kelas budak, dan

pembedaan jenis kelamin).27 Daripenjelasan pakarsarjana tersebut

mengartikan bahwasanya pemilihan umum adalah wujud dari

penyampaianaspirasirakyatyangdilaksanakanmelaluikebijakanumum.

Kegiatanpemilihanumum (generalelection)jugamerupakansalah

25 DaniSintara,MuhammadYusrizal,MauriesRogers,PengantarHukum Tata
Negara,Enam Media,Medan,h.102

26TopoSantoso,IdhaBudiarthi,Op.Cit.h.9
27DaniSintara,Op.Cit.h.102
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satusaranapenyaluranhakasasiwarganegarayangsangatprinsipil.28

Makadariituuntukmelaksanakanhak-hakasasiwarganegaratersebut

pemerinntah harus menjamin terlaksananya pemilihan umum sesuai

denganketentuanyangberlaku.Prof.jimlyashidiqiemenyebutkanbahwa

tujuanpenyelenggaraanpemiluituadalah:29

1.Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan

pemerintahansecaratertibdandamai;

2.Untukmemungkinkanterjadinyapergantianpejabatyangakan

mewakilikepentinganrakyatdilembagaperwakilan;

3.Untukmelaksanakanprinsipkedaulatanrakyat;dan

4.Untukmelaksanakanprinsiphakasasiwarganegara.

DiIndonesia,pengaturandasarnormatifmengenaiPemiludiatur

dalam BabVIIBUUD1945,yaituPasal22Eyangterdiridari6(enam)ayat,

yaitu:

a.Ayat(1) :Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung,

umum bebasrahasia,jujurdanadilsetiaplimatahunsekali.

b.Ayat(2) :Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih

anggotaDewanPerwakilanRakyat,DewanPerwakilanDaerah,

Presiden dan Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

PerwakilanRakyatDaerah.

c.Ayat(3) :PesertaPemilihanUmum untukmemilihAnggota

28TopoSantoso,IdhaBudiarthi,Op.Cit,h.10
29JimlyAsshidiqie,PengantarIlmuHukum TataNegara,Jakarta,PT.Raja

GrafindoPersada,2017
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Dewan Perwakilan Rakyatdan Anggota Dewan Perwakilan

RakyatDaerahadalahPartaiPolitik.

d.Ayat(4) :PesertaPemilihanUmum untukmemilihAnggota

DewanPerwakilanDaerahadalahperseorangan.

e.Ayat(5) :Pemilihanumum diselenggarakanolehsuatuKomisi

PemilihanUmum yangbersifatnasional,tetap,danmandiri.

f. Ayat(6) :Ketentuan lebih lanjuttentang Pemilihan Umum

diaturdenganUndang-Undang.

PadaerareformasiiniberkembangasasJurdilyaituasasjujurdan

adil.Asas jujurmengandung makna bahwa pemilihan umum harus

terlaksana berdasarkan suatu aturan perundang-undangan agarsetiap

warganegaramendapathakuntukmemilihsesuaidengankehendaknya

dandenganartibahwasetiaphaksuararakyatmemilikinilaiyangsama.

Sedangkanasasadilmenandakantidakperbedaanbagipesertapemilih

dantanpaadanyadiskriminasidaripihakmanapun.

Rekrutmen pejabatpublik atau pejabatpolitik Indonesia telah

menggunakanprinsip-prinsipyangberlakuuntukumum padaPemilihan

Umum Langsung.Adapunpengertianasas-asastersebutadalahsebagai

berikut:

1.Langsung, Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk
memberikansuaranyasecaralangsungsesuaidengankehendak
hati nurani,tanpaperantara.

2.Umum,Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna
menjaminkesempatanyangberlakumenyeluruhbagisemuawarga
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negara,tanpadiskriminasiberdasarkansuku,agama,ras,golongan,
jeniskelamin,kedaerahan,pekerjaan,danstatussosial.

3.Bebas, Setiap warga negara yang berhak memilih bebas
menentukanpilihantanpatekanandanpaksaandarisiapa saja
dan dalam melaksanakan haknya,setiap warga negara dijamin
keamanannyasehinggadapatmemilihsesuaidengan
kepentingannyadankehendakhatinuraninya.

4.Rahasia,PemilihmemberikansuaranyapadaSuratSuaradengan
tidakdapatdiketahuiolehoranglainkepadasiapasajasuaranya
diberikan.

5.Jujur, Dalam penyelenggaraan pemilu, aparat Pemerintah,
calon/pesertapemilu,pengawaspemilu,pemilihsertasemuapihak
yang terkaitharus bersikap dan bertindak jujursesuaidengan
peraturanperundang-undangan.

6.Adil,Penyelenggara Pilkada,setiap pemilih dan peserta pemilu
mendapatperlakuanyangsama,sertabebasdarikecuranganpihak
manasaja.30

Sebagaimana diketahuibahwa Pemilu merupakan sarana untuk

mewujudkan kedaulatan rakyatdalam pemerintahan Negara Kesatuan

RepublikIndonesiasepertidiamanatkandalam UUD1945.sesuaidengan

tuntutandandinamikaperkembanganmasyarakatsebagaimanatercermin

dalam perubahan UUD 1945,Pemilu diselenggarakan bertujuan untuk

memilihwakilrakyatuntukmembentukpemerintahanyangdemokratis,

kuatdanmemperolehdukunganrakyat.

C.KelembagaanNegara.

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (civilized zated

organization)yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi

negarasekaligusmenyelenggarakanpemerintahannegara.31Adalembaga

negarayangdibentukdandiberikankewenanganolehUUDNRI,adayang

30Joko J.Prihatmoko,Pemilihan Kepala Daerah Langsung,Pustaka Pelajar,
Yogyakarta,2005,h.207.

31 Marwan Mas,Hukum Konstitusidan Kelembagaan Negara,Depok,PT.
RajagrafindoPersada,2018,h.195
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dibentukatasperintahUUD NRI,adayangdibentukdanmendapatkan

kekuasaannyadariundang-undang,sertalembaganegarayangdibentuk

melaluikeputusanpresiden.32

Menurutzainalarifin Mochtar,Dalam menjalankan pemerintahan,
Indonesiamenganutasastriaspolitika.Haliniditunjukkandengan
terjadinyaperubahanUUD NegaraRepublikIndonesiaTahun1945,
dimanaterjadipemisahankekuasaanyangbersifathorizontaldalam
artian kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi,yang
tercermindalam lembaga-lembaganegarayangsederajatdansaling
mengimbangi(checksandbalances)33

DiIndonesia tidakterdapatpemisahan kekuasaan yang drastis

(separation of power), melainkan hanya pembagian kekuasaan

(distributionofpower).34 Sehinggakekuasaantersebuttidakterpisahkan

secaradrastis,akantetapimasihterhubungsebagaitigakekuasaanyang

saling berkonsultasidan mengawasi.Adapun tugas dan wewenang

lembaganegaraantaralain:35

1.Membantumenjalankanrodapemerintahannegara;

2.Menjagakestabilanataustabilitaskeamanan,politik,hukum,Hak
AsasiManusia,danBudaya;

3.Menciptakansuatulingkunganyangkondusif,amandanharmonis;

4.Menjadibadanpenghubungantaranegaradanrakyatnya;

5.Menjadisumberinspiratorydanaspiratorrakyat;

6.Memberantastindakpidanakorupsi,kolusidannepotisme.

32Ibid,h.196
33 ZainalArifinMochtar,LembagaNegaraIndependen,Jakarta,PT Grafindo

Persada,2016,h.29-30
34 Inu KencanaSyafiie,PengantarIlmu Pemerintahan, Bandung,PT.Refika

Aditama,2014,h.113
35MarwanMas,Op.Cit.h.197
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Pembagian kekuasaan tersebut direalisasikan dengan

pembentukanlembaga-lembagapemerintah.InuKencanamenguraikan

lembaga-lembaga negara terbagimenjadilembaga legislatif,lembaga

eksekutifdanlembagayudikatif36

2.LembagaLegislatif

Lembagalegislatifmerupakanlembaganegarayangmempunyai

kekuasaanuntukmembuatundang-undang.Lembagalegislatifterdiridari

MajelisPermusyawaratanRakyat(MPR),DewanPerwakilanRakyat(DPD),

DewanPerwakilanDaerah(DPD).37 Secarasederhananyabahwalegislatif

mempunyaitugas untuk menentukan dan merancang undang-undang

sebagaiperwakilanrakyatsebagaiwujuddaridemokrasi.

3.LembagaEksekutif

Lembaga Eksekutifadalah lembaga lembaga yang ditetapkan

menjadipelaksanadandariperaturanperundang-undanganyangtelah

dibuatolehpihaklegislatif.Eksekutifberasaldarikataeksekusi(execution)

yangberartipelaksana.38 Sebagaimanadaripenjelasantersebutdapat

diartikan bahwa pembeda kekuasaan tersebutmembatasikekuasaan

yang bersifatotoriter,yang mana lembaga pembuatdan penggerak

undang-undangitutelahdibedakan.

Inukencanamenyebutkaneksekutifadalahpemerintahdalam arti

36InuKencana,Op.Cit.h.118
37Muhtadi,LembagaNegara:MaknakedudukandanRelasi,JurnalIlmuHukum,

Vol.7,No.3September-Desember2013,h.262

38InuKencana,Op.Cit.h.120
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sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasayarakatan berdasarkan undang-undang dan haluan negara.39

Dalam menjalankanpemerintahanuntukmencapaitujuannegarasesuai

denganketentuanundang-undang.

3.LembagaYudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan,yang memiliki

kekuasaankehakiman.40MenurutPasal24Ayat1Undang-UndangDasar

NegaraRepublikIndonesia,kekuasaankehakimanmerupakankekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dankeadilan.

KemudianPasal1Undang-UndangNomor14Tahun1970tentang

ketentuan-ketentuanpokokkekuasaankehakiman junctoUndang-Undang

Nomor4Tahun2004yangtelahdigantidenganUndang-UndangNomor48

Tahun2009menyatakanbahwakekuasaankehakimanadalahkekuasaan

negara yang merdeka untuk menyeleggarakan peradilan guna

menegakkanhukum dankeadilanberdasaranPancasiladanUUDNegara

RepublikIndonesiaTahun1945,demiterselenggaranyanegarahukum

RepublikIndonesia.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman

merupakansalahsatukekuasaannegaradalam bidangpenegakanhukum

dankeadilanberdasarkanPancasilayangbebas/merdekadaricampur

tanganpihakextrajudicial.Haliniberartikekuasaankehakimanmemiliki

39Ibid,h.121
40Ibid,h.123
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kesederajatan dengan lembaga tingginegara lainnya sebagaimmana

diaturdalam konstitusi(UUDNegaraRepublikIndonesiaTahun1945).41

D.OtonomiDaerah.

MenurutPasal1ayat2Undang-UndangNomor23Tahun2014

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraanurusanpemerintaholehpemerintahdaerahdandewan

perwakilanrakyatdaerahmenurutasasotonomidantugaspembantuan

denganprinsipotonomiseluas-luasnyadalasistem danprinsipNegara

KesatuanRepublikIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalam UUD

NRITahun1945.

Oleh karena otonomidaerah dipandang penting,maka para

penyusunUUDNRITahun1945memandangpentingnyaotonomidaerah

terkaitdengan tuntutan demokratisasimasyarakatdidaerah untuk

mengaturrumahtangganyasendiri.42

Otonomidaerahmerupakanhakdanwewenang,sertakewajibandaerahotonom

gunauntukmengatursertamengurussendiriurusanpemerintahandankepentingan

masyarakatdaerahtersebutyangsesuaidenganperaturaperundang-undangan.43

Secaraharfiahkataotonomidaerahberasaldariotonomidandaerah.
Dalam bahasayunanikataotonomiberasaldariautosyangberarti
“sendiri”dannamosberarti“aturan”atauundang-undang.Sehingga
otonomidaerahdapatdiartikansebagaikewenanganuntukmengatur
sendiriatau kewenangan guna untuk membuataturan mengurus
daerahnya sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan
masyarakathukum danmempunyaibatas-bataswilayah.44

41 ZainalArifinHoesein,KekuasaanKehakimanIndonesia,SetaraPers,Malang,
2016,h.48

42DaniSintara,Op.Cit.h.206
43Ibidh.207
44Loc.Cit
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Undang-UndangNomor22Tahun1999menganutprinsip,otonomi

luas,nyata,danbertanggungjawab.Undang-undangtersebutmenjelaskan,

otonomi luas adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang mencakup semua bidan pemerintahan,kecuali

kewenangan dalam bidang politik luarnegeri,pertahanan keamanan,

peradilan,moneterdan fiskal,agama serta kewenangan dalam bidan

lainnyayangakanditetapkandenganperaturanpemerintah.Disamping

itukewenangandalam bidangotonomimencakuppulakwenanganyang

utuh dan bulatdalam penyelenggaraan nya mulaidariperencanaan,

pengawasan,pengendaliandanevaluasi.Otonominyataadalahkeleluasan

daerah untukmenyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang

tertentudansecaranyataadadandiperlukansertatumbuhhidupdan

berkembangdidaerah.Otonomiyangbertanggungjawabadalahberupa

perwujudanpertanggungjawabansebagaikonsekuensipemberianhak

dankewenangankepadadaerahdalam wujudtugasdankewajibanyang

harusdipikulolehdaerahdalam mencapaipemberianotonomidaerah.

Kepala daerah sebagailembaga eksekutifdaerah dan dewan

perwakilanrakyatdaerahsebagailembagalegislatifdaerahditempatkan

secaraterpisahdenganpemisahanantarakepaladaerahdanDPRDakan

menciptakanchekandbalancedenganpenyelenggaraanpemerintahan

daerah.45

Pasal1hurufdUndang-UndangNomor22Tahun1999tentang

45 Suharizal,Muslim Chaniago,Hukum Pemerintahan Daerah ,ThafaMedia,
Yogyakarta,2017,h.80
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pemerintahan daerah yang menyatakan penyelengaraan pemerintahan

daerahotonom olehpemerintahandaerahdandewanperwakilanrakyat

daerah (DPRD) menurutasas desentralisasi.Berdasarkan isiPasal

tersebutmakaperanpemerintahdaerahdalam menyelenggarakanurusan

pemerintahandidaerahlebihditekanpadakepaladaerahbagaidaerah

otonom daripadakepaladaerahsebagaikepaladaerahadministrative

sebagaiperpanjanganpemerintahpusat.

MenurutUndang-UndangPemerintahandaerahyangmenjaditujuan

dariotonomidaerah adalah untuk mendorong tersedianya pelayanan

publiksesuaidengantuntutanmasyarakatdaerah.46 Penjelasanundang-

undang tersebut mengartikan bahwa tujuan itu mengacu pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatan dan

partisipasimasyarakatsehinggaterciptanyamasyarakatyangdemokratis.

1.Asas-AsasPenyelenggaraanOtonomiDaerah.

a.Desentralisasi, yaitu daerah diberikan kesempatan dalam

kekuasaan untukmengaturdan mengurusrumah tangganya

sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan oleh daerah

otonom.47

b.Dekonsentrasi,menurutPasal1Ayat8Undang-UndangNomor

32 Tahun 2004 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan

olehpemerintahkepadagubernursebagaiwakilpemerintahan

46Suharizal,Muslim Chaniago,Hukum Pemerintahan Daerah ,Thafa Media,
Yogyakarta,2017,h.55

47Ibid.
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daninstansivertikaldiwilayahtertentu.

c.Tugas pembantuan (medebewind), dalam Pasal1 Ayat9

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan tugas

pembantuanadalahpenugasandaripemerintahpusatkepada

dan/atau desa,daripemerintah provinsikepada pemerintah

kabupaten/kota, serta dari pemerintahan kabupaten/kota

kepadadesauntukmelaksanakantugastertentu.

2.OtonomiKhusus.

Negara mengakui daerah-daerah yang bersifat khusus

sebagaimanayangdiaturdalam Pasal18BAyat1UUDNRITahun1945

yang menyatakan,negara mengakuidan menghormatisatuan-satuan

pemerintahandaerahyangbersifatkhususataubersifatistimewayang

diaturdalam undang-undang.

Adapunyangdimaksuddengansatuan-satuanpemerintahdaerah

yangbersifatkhususadalahdaerahyangdiberiotonomikhusus,yaitu

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ProvinsiPapua.Adapun daerah

istimewaadalahDaerahIstimewaYogyakartadanProvinsiAceh.48

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh,menyatakan bahwa keistimewaan aceh meliputi

kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’atIslam bagi

pemeluknyadiAcehdengantetapmenjagakerukunanumatberagama.

Dengan menjalankan syari’atIslam dengan peran ulama dalam

48DaniSintara,Op.Cith.214
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menetapkan kebijakan kabupaten/kota tambahan kewenangan
kabupaten/kota dalam halmenyelenggarkan pendidikan madrasah
ibtida’iyahdanmadrasahtsanawiyahdengantetapmengikutistandar
nasionalumum.Pemerintah Aceh melakukan koordinasidengan
pemerintahkabupaten/kota.49

PemerintahanAcehmenjalankanpemerintahannyaberdasarqanun

Aceh yang dibuatoleh gubernurdan DPR Aceh sebagaimana yang

disebutkandalam Pasal1angka21Undang-UndangNomor11Tahun

2006 Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis

peraturandaerahprovinsiyangmengaturpenyelenggaraanpemerintah

dankehidupanmasyarakatAceh.

Padahakikatnyaqanuntidakbolehbertentangandenganperaturan

perundang-undangan yang ada diatasnya,karena qanun ditempatkan

sebagaiperaturan daerah,yang apabila dilihatdarihirarkiperaturan

perundang-undanganberdasarkanUndang-UndangNomor12Tahun2011,

bahwahirarkiperaturanperundang-undangandalam Pasal7ayat1yaitu:

1.Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945;

2.TAPMPR;

3.Undang-undang;

4.PeraturanPemerintah;

5.PeraturanPresiden;

6.PeraturanDaerahProvinsi;dan

49Danisintara,Op.Cit.218
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7.PeraturanDaerahKabupaten/Kota.

E.KomisiIndependenPemilihan(KIP)

Penyelenggaraanpemilihanumum padaPasal22EAyat1UUDNRI

Tahun 1945 telah menentukan bahwa,pemilihan umum dilaksanakan

secaralangsung,umum,bebas,rahasia,jujur,danadiltiaplimatahun

sekali.Dalam Pasal22 E Ayat5 ditentukan bahwa pemilihan umum

diselenggarakanolehsuatukomisipemilihanindependenyangbersifat

nasional,tetap,danmandiri.OlehsebabitumenurutUUDNRITahun1945

penyelenggarapemilihanumum ituharuslahsuatukomisiyangbersifat

nasional,tetap,danmandiriatauindependen.

Mendasarkan pasal22 E ayat(5)UUD 1945 tersebutdiatas,

disebutkanbahwapenyelenggarapemilihanumum adalahsuatukomisi

yang bersifat nasional,tetap,dan mandiri.Dalam Pasalinitidak

menentukansecaraeksplisitapanamakomisitersebut,sehinggaterserah

kepadaDPRbersamadenganPemerintahuntukmenentukannyadalam

Undang-Undang.MisalnyaUndang-Undangdapatsajamemberinama

kepadakomisitersebutdengannamaKomisiPemilihanNasional,Komisi

Pemilihan Pusat,KomisiPemilihan Daerah Propinsi,dan sebagainya.

NamundemikianselamainikomisitersebutdiberinamaKomisiPemilihan

Umum.50

Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang penyelenggara

pemilihan umum mengaturmengenaipenyelenggara pemilihan umum

50 jimlyAsshiddiqie,KomentarAtasUndang-UndangDasarNegaraRepublik
IndonesiaTahun1945,Jakarta,SinarGrafika,2009,h.81
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yang dilaksanakan oleh suatu komisipemilihan umum,yang bersifat

nasional,tetap,danmandiri.

Sifatnasionalmencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung
jawab KPU sebagaipenyelenggara pemilihan umum mencakup
seluruhwilayahNegaraRepublikIndonesia.Sifattetapmenunjukkan
KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara
berkesinambungan,meskipundibatasiolehmasajabatantertentu.
SifatmandirimenegaskanKPUdalam menyelenggarakanpemilihan
umum bebasdaripengaruhpihakmanapun.51

Penyelenggara pemilu dan pilkada di Aceh adalah Komisi

IndependenPemilihan(KIP).52MenurutPasalangka12danPasal56ayat

1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

PemerintahanAceh,KIP MerupakanbagiandariKPU yangberwenang

menyelenggarakanpemilulegislatif,pemilupresiden/wakilpresidendan

pemilihankepaladaerah.

HalyangmenjadiperbedaanKIPdiAcehdenganKPUdidaerahlain

yaitudenganadanyapartaipolitiklokal,sehinggahalyangmenarikdari

perananKIPdalam penyelenggaraanpemiludiAcehadalahterkaitdengan

jumlahcalondantambahansyaratuntukcalon.53

Pada awalnya KIP berdasarkan Undang-Undang Nomor18 Tahun
2001, untuk melaksanakan pemilihan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakilbupati,dan walikota/wakilwalikota,diAceh secara
langsung.Olehkarenapemilihankepaladaerahsecaralangsungpada
waktuituhanyauntukAceh,makaKPUDtidakmemilikikewenangan
untuk melaksanakannya,selanjutnya dengan undang-undang 11
Tahun2006(yangmencabutUndang-UndangNomor18Tahun2001)
KIPAcehdanKIPKabupaten/KotadiAcehdiberikewenanganuntuk
melaksanakanpemilulegislatifdanpemilupresiden/wakilpresidendi

51DaniSintara,Op.Cit.h.138
52 Nanang Trenggono,Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Di

Indonesia,Asnalitera,yogyakarta,2018,h.3
53Op.Cit.h.7
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Aceh.54

Pengaturan tentang pembentukan lembaga penyelenggara

pemilihanumum diacehberbedadengandaerahlainyaitudiatursecara

khusus dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

Pemerintahan Aceh dan qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

penyelenggarapemilihanumum diAceh.

Menurut Pasal 12 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Pemilu diAceh,KomisiIndependen Pemilihan yang

selanjutnyadisingkatKIPadalahKIPAcehdanKIPKabupaten/Kotayang

merupakan bagian dariKomisiPemilihan Umum (KPU)yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan

Presiden/WakilPresiden,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Anggota

Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan

Gubernur/WakilGubernur,Bupati/WakilBupatidan WaliKota/Wakil

Walikota.

Pemerintah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam memberikan

kewenanganpadaKomisiIndependenPemilihansebagaipenyelenggara

PemilihanKepalaDaerahsecaralangsunguntukGubernur/WakilGubernur,

Bupati/WakilBupatidanWalikota/WakilWalikotamelaluisistem pemilihan

langsung diProvinsiAceh yang baru saja terlepas darikonflik yang

berkepanjangan.Pemilihan kepala daerah diidealkan memilikitingkat

kredibilitasyangbenar-benarlegitimasiuntukditerimaumum,selanjutnya

54Loc.Cit
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akan melahirkaan proses serta mekanisme demokrasiberdasarkan

aspirasirakyaterareformasi.

EksistensilembagaKomisiIndependenPemilihan(KIP)walaupun

sifatnya independen,namun tetap dihadapkan oleh kasus-kasusyang

krusialyangmemilikikepentinganyangbanyakpihak.

PasanganbakalcalonharusterdaftardanmemperolehizindariKIP

sehinggapersyaratan-persyaratanbakalcalondiselenggarakanolehKIP,

makaperananKomisiIndependenPemilihandiAcehjugadiaturdalam

qanunNomor12Tahun2016tentangpemilihanGubernur/WakilGubernur,

BupatidanWakilBupatisertaWalikotadanWakilWalikota.Sebagaimana

diaturmengenaipersyaratan-persyaratanterhadapparacalonsehingga

haltersebutmenjadiperan dan tanggung jawab dariKIP sebagai

penyeleggara pemilihan kepala daerah di Aceh. Uraian tersebut

mengartikanbahwaperananKIPbukanhanyaterkaitdenganpelaksanaan

pemiluakantetapiterhadapprosesmenyeleksipendaftaranparacalon.

Menurutkamusbesarbahasaindonesia,artikatakomisiadalah

sekelompokorangyangditunjuk(diberiwewenang)olehpemerintah,rapat

dansebagainyauntukmenjalankanfungsitugastertentu.Danindependen

memilikiartiberdirisendiri,bebasdantidakterikatdaripihakmanapun.

Penjelasan tersebutmemberipemahaman bahwa KomisiIndependen

Pemilihan merupakan sekelompok orang yang bebas dan tidak

terpengaruhi dari pihak manapun, untuk melaksanakan atau

menyelenggarakan pemilihan,yang terutama di Aceh berdasarkan



33

PeraturanatauQanunNomor6Tahun2016TentangPenyelenggaraan

PemilihanUmum diAceh.

KomisiindependenPemilihanmerupakanpenyelenggarapemilihan

umum yanghanyaadadiprovinsiacehKIPitusendiriterbagidua,KIP

Acehyangberanggotakan7orangyangberkedudukandiibukotaprovinsi

acehdanKIPKabupaten/Kotaberanggota5orangyangberdudukandiibu

kotaKabupaten/Kota.

Pasal7Ayat4QanunNomor6Tahun2016menyebutkanKIPAceh

berkewajiban:

a.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan

tepatwaktu.

b.Memperlakukanpesertapemiludenganadildengansetara.

c.Menyampaikansemuainformasipenyelenggaraanpemilukepada

masyarakat.

d.Menetapkanstandarisasisertakebutuhanbarangdanjasayang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/wakil

Gubernurberdasarkanperaturanperundang-undangan.

e.Mempertanggungjawabkanpenggunaananggaransesuaidengan

ketentuanperundang-undangan.

f. Memeliharaarsipdandokumenpemilihansertamengelolabarang

inventarisberdasarkanperaturanperundang-undangan.
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g.Menyampaikanlaporanperiodikmengenaitahappenyelenggaraan

pemilukepadaKPUdanDPRA.

h.Menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap tahap dan

kegiatanpenyelenggaraanpemilu.

i. Melaksanakankewajibanlainberdasarkanperaturanperundang-

undangan.


